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Abstrack 
This reseach discusses "The essence of 
the interpretation of Muhammad Syahrūr 
about Polygamy and its relevance to the 
National Marriage law”. This study aims 
to determine the concept of polygamy 
according to Mohammed Syahrūr, 
methods Muhammad Syahrūr in 
understanding the verses on polygamy 
danrelevansi concept of polygamy 
Muhammad Syahrūr with nasioanl 
marriage law.  The results of the research 
in this study; concept of polygamy 
according to Muhammad Syahrūr 
polygamy is allowed up to four, with a 
wife kententuan second, third and kempat 
must widow with orphans. Muhammad 
method Syahrūr in understanding the 
verses on polygamy is a linguistic 
methods to the theoretical limit (Hudū 
and limit), as well as the determination of 
the essential nature in al-Kitab absolute 
must understand that Hanifiyāh and 
Istiqamāh. The relevance of the concept 
of polygamy Muhammad Syahrūr with 
the National Legal marital law lies in the 
level of skill and principle, meaning that 
the principle of monogamy is equally 
open for skill based with strict terms and 
conditions. 
 
Kata Kunci: Muh. Shahrur-Poligami-
Hukum Nasional 
 
 
Pendahuluan 
Islam merumuskan sejumlah 
ketentuan yang harus dipedomani dalam 
perkawinan, hal tersebut lebih dijelaskan 
dan dirinci dalam kitab-kitab hadis 
maupun kitab-kitab fiqhi.Salah satu di 
antara pembahasan perkawinan adalah 
masalah poligami. Dalam perspektif 
perkawinan Islam, poligami adalah 
masalah yang menjadi kontroversi di 
kalangan masyarakat muslim. 
Ulama berbeda pandang 
memahami kata perintah, fankihū 
tersebut. Mażhab imam Syafi’i misalnya 
berpendapat bahwa kata perintah itu 
mengandung makna tidak 
wajib.Sementara Ashab al-Zhahiri 
menyatakan bahwa kata perintah itu 
mengandung makna wajib.Ia berpendapat 
demikian karena kata perintah itu 
bertujuan li al-wujūb (kewajiban). 
(Umar, 1995:179) Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan, hukum poligami menurut 
al-Zhahiri adalah wajib. 
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Pendapat imam Syafi’i tersebut 
sejalan dengan pendapat M. Quraish 
Shihab, yang menjelaskan QS.al-Nisā 
(4): 3 tidak membuat satu peraturan 
tentang poligami, karena poligami telah 
dikenal dan dilaksanakan oleh syariat 
agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat 
tersebut tidak menyebutkan wajibnya 
poligami dan atau menganjurkan, hanya 
berbicara tentang bolehnya poligami, dan 
itu pun merupakan pintu darurat kecil, 
yang hanya dialami saat amat diperlukan 
dan dengan syarat yang tidak ringan. 
(Shihab, 1999:200) 
Al-Jaas berpendapat bahwa status 
melakukan poligami hanya bersifat 
mubah (boleh).Kebolehan itu disertai 
dengan syarat kemampuan berbuat adil 
diantara para istri. Untuk ukuran keadilan 
sendiri menurut al-Jassās termasuk 
materiil seperti tempat tinggal pemberian 
nafkah, pakaian dan sejenisnya dan juga  
kebutuhan yang bukan materiil seperti 
rasa kasih sayang. Namun dia 
menjelaskan bahwa  kemampuan berbuat 
adil dalam bidang non-material amatlah 
berat. (Jassās, t.t:55) 
Asy-Syaukānī ketika menafsirkan 
ayat ini mengatakan bahwa ayat ini 
menghapus kebiasaan orang arab pra-
Islam yang menikahi wanita tanpa batas. 
Dengan ayat ini, maka hanya dengan 
boleh menikahi empat wanita 
saja.Namun, kebolehan inipun masih 
disyaratkan kemampuan berbuat adil. 
Dengan mengambil pendapat Ibnu 
Atiyyāh, Syaukānī berkata bahwa arti 
kata khiftum adalah prasangka (keraguan) 
bukan keyakinan, karenanya barangsiapa 
yang mempunyai prasangka tidak dapat 
berbuat adil maka cukup menikahi satu 
wanita saja. (Syawkani, 1973:419) 
Di penghujung abad 20 ini, 
Muhammad Syahrūr mencoba 
menawarkan suatu metodologi baru 
dalam memahami ayat-ayat hukum 
dalam al-Qur’an. Pemikir modern dari 
Syiria ini menawarkan suatu teori yaitu 
teori batas (hudūd) yang dalam istilah 
Weal B. Hallaq disebut The theory limits. 
Menurut Syahrūr tafsir dan produk-
produk hukum yang ada tidak lagi sesuai 
dengan perkembangan pengetahuan dan 
peningkatan kemampuan manusia abad 
ini. (Syahrūr, 1990:579) Syariat Islam 
menurut Syahrūr adalah Syariah 
hududiyāh bukan syariat ainiyāh 
sebagaimana dipahami oleh para ulama. 
(Syahrūr, 1990:579)  Menurut beliau, apa 
yang ditetapkan oleh Allah sejak azali 
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adalah hukum-hukum umum tentang 
perbuatan, bukan perbuatan itu sendiri. 
(Syahrūr, 1999:33)  
Oleh karena itu, ulama yang 
menggunakan pendekatan liguistik dalam 
memahami ayat al-Qur’an ini lalu 
menerapkan konsep-konsep tersebut pada 
surah an-Nisā’/4:3.Ayat ini memberikan 
batas maksimal dan minimal yaitu 
dengan jumlah empat orang istri untuk 
batas maksimalnya dan satu orang istri 
untuk batas mininalnya.Sehingga ulama 
menentukan hukum poligami pada batas 
minimal dan maksimal dan di antara 
batas maksimal dan minimal serta tidak 
boleh melebihi batas maksimalnya, 
dalam arti tidak boleh melebihi empat. 
(Syahrūr, 1990:601) 
Disamping menentukan batas 
kuantitatif seperti di atas, ia juga 
menentukan batas kualitatif. Batasan 
kualitatif itu berkenaan dengan kondisi 
apakah istri tersebut bikr (perawan) 
sayyīb (janda). Menurut Syahrūr bagi 
istri pertama tidak ada ketentuan apakah 
ia harus janda atau perawan. Namun istri 
kedua sampai keempat dikenakan 
persyaratan kualitatif yaitu harus janda. 
Jadi seorang suami ingin beristri lebih 
dari satu akan menanggung istri dan 
anak-anak yatimnya. (Syahrūr, 1990:596)  
Terdapat dua tujuan pokok yang ingin 
diwujudkan Syahrūr dari rumusan-
rumusan poligami. Pertama: peningkatan 
harkat dan martabat kaum perempuan. 
Menurut Syahrūr rumusan hukum Islam 
tentang kaum perempuan mempunyai 
sifat yang sama dengan hukum Islam 
tentang perbudakan, yang mana tidak 
menggunakan cara-cara yang 
revolusioner dalam melakukan 
perubahan, akan tetapi keduanya 
dilakukan secara gradual. Kedua, asas 
poligami bukanlah asas seksualitas 
semata, tetapi yang lebih penting dari itu 
adalah kesejahteraan sosial. Syahrur 
menjadikan poligami sebagai sebuah 
solusi dalam rangka mengatasi persoalan 
ketimpangan sosial yang timbul akibat 
banyaknya anak-anak yatim dan janda-
janda yang terlantar. 
Secara eksplisit dapat di 
deskripsikan bahwa, relevansi pemikiran 
Syahrūr dengan UU Nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan. Dalam UU 
Nomor 1 Tahun 1974 memberikan 
kebolehan poligami dengan beberapa 
syarat dan ketentuan. Artinya bahwa asas 
monogam terbuka dalam UU No 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan. 
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Berangkat dari penjelasan di atas, 
maka untuk mengetahui secara gradual 
pemikiran Syahrūr dalam konsep 
poligami secara utuh dan komprehensif 
perlu dilakukan pengkajian. Dalam 
kajian ini akan diungkapkan pemikiran 
Syahrūr secara terurai, dalam rangka 
melihat khazanah pemikiran modernnya 
dalam menginterpretasikan ayat-ayat 
poligami. 
Metode Penelitian 
Penelitian ini menelaah dan 
meneliti terhadap sumber-sumber 
kepustakaan seperti buku-buku, majalah, 
dan jurnal yang berkenaan dengan 
pemikiran Syahrūr serta literatur-literatur 
tentang poligami yang dapat membantu 
kajian ini. Pendekatan yang dipakai 
dalam tesis ini adalah normatif, filosofis, 
dan yuridis. Selain itu, pendekatan 
hermeneutika juga penulis gunakan untuk 
mengetahui interpretasi teks nash dengan 
menggunakan bahasa. Pendekatan histori 
dimaksudkan menkaji sejarah-sejarah 
yang terkait dengan poligami masa 
Rasulullah saw., dan tentunya kajian 
mendalam terkait dengan sebab-sebab 
turunnya QS. an-Nisā’/4:3. 
Tekhnik yang dipakai dalam 
pengolahan data adalah tekhnik deskriptif 
kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk 
memperoleh gambaran yang baik, jelas 
dan dapat memberikan data seteliti 
mungkin tentang konsep poligami 
menurut Muhammad Syahrūr. 
Analisis Dan Pembahasan 
Konsep Poligami Menurut Muhammad 
Syahrur 
Muhammad Syahrūr menilai 
poligami adalah permasalahan yang unik, 
khususnya bagi perempuan, serta 
menjadi permasalahan (qadhiyah) yang 
tidak kunjung selasai dibicarakan oleh 
masyarakat dunia pada umumnya. Jika 
ayat poligami ditinjau dari perspektif 
teori batas (nadhariyah hududiyah) 
Syahrūr, maka akan jelas terlihat bahwa 
permasalahan itu mempunyai ikatan yang 
erat antara dimensi kemanusiaan dan 
dimensi sosial. Karena batasan yang telah 
digariskan oleh Tuhan tidak akan lepas 
dari kondisi manusiawi, disamping juga 
memiliki faedah (hikmah) bagi 
kehidupan manusia. 
Poligami (ta’addūd al-zawjat) 
dianggap permasalahan yang penting 
untuk dibahas dan salah satu 
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permasalahan yang rumit dalam 
kehidupan perempuan Islam di negara 
Arab. Dengan permasalahan yang khusus 
(ayat ini turun untuk menanggapi satu 
kasus Urwah bin Zubair) akan tetapi hal 
tersebut merupakan pembahasan yang 
perlu diketahui oleh orang banyak. Maka 
ayat ta‟addud al-zawjat merupakan ayat 
hudud (batasan) yang meliputi dari segi 
sejarah yakni batas sejarah yang 
terdahulu dengan masa modern ini. Di 
masa modrn ini manusia dituntut untuk 
melakukan interpretasi al-Qur’an tanpa 
mengikuti ijtihad yang sudah ada dari 
ulama terdahulu.Ayat hudūd yang 
membahas ta’addūd al-zawjat adalah 
QS. An-Nisā’ ayat 3. Penafsiran Syahrūr 
dalam QS. An-Nisā’ ayat 3 yakni: 1) 
Syahrur membedakan antara dua kata 
yang berbeda dalam ayat poligami. Kata 
qasatha dalam lisan al-Arab mempunyai 
dua arti menurutnya, kata qasatha adalah 
sebuah term dasar yang memiliki satu 
bentuk, tapi memiliki dua pengertian 
yang saling bertolak. Pertama, qasatha 
berarti “keadilan dan pertolongan” 
pengertian berlawanan; makna yang 
pertama adalah al-adlu, seperti firman 
Allah swt.,QS. al-Maidāh ayat 42.” 
Innallaha yuhibbul muhsinin”. 
Sedangkan makna yang kedua adalah al-
Dzulm wa al-jŭr. Seperti firman Allah 
ta‟ala surat al-jin ayat 14. Begitu pula 
kata al-adl, mempunyai dua arti yang 
berlainan, yakni; al-istiwa‟ (penyamaan) 
dan al-urj (bengkok). Ada perbedaan 
antara qasatho danadl. Al-qasth bisa dari 
satu sisi saja (yakni hanya adil kepada 
istri-istrinya saja), sedang al-‘adl harus 
dari dua sisi (adil kepada istri-istrinya 
dan adil kepada anak dari istri pertama 
dan kedua, keiga, keempat). (Syahrūr, 
1992:597) 2) Dalam menganalisis QS. 
an-Nisā’ ayat tiga menurut Syahrūr ayat 
tersebut adalah kalimat ma‟thufah 
(berantai) dari ayat sebelumnya “wa in 
…” dimana ayat sebelumnya 
menjelaskan haqq al-yatâmâ, “Dan 
berikanlah kepada anak-anak yatim harta 
mereka. Jangan kamu menukar yang baik 
dengan yang buruk dan jangan kamu 
makan harta mereka bersama hartamu. 
Sesungguhnya tindakan-tindakan 
(menukar dan memakan) itu adalah dosa 
yang besar. (QS. An-Nisā/4:2). 3) 
Menurut Syahrūr yatim disini adalah 
seseorang yang ditinggal mati bapaknya, 
anak tersebut (baik laki- laki atau 
perempuan), al-Maidāh/5:42, al-
Hujurat/49:9, al-Muntahanāh/60:8); 
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kedua adalah “kezaliman dan 
penindasan” (QS.Al-Jīnn/72:14). 
Sementara adala juga memiliki dua arti 
yang saling berlawanan: 
kelurusan/kesejajaran (straightness/ 
istiwa‟) dan arti keduanya adalah 
kebengkokan (curvature/i’wijaj), berusia 
muda (belum baligh), dan usia ibunya 
yang janda masih muda juga. Jadi yang 
dapat menjadi istri kedua, ketiga, dan 
keempat, adalah janda yang membawa 
anak-anaknya yang masih belia. 
(Syahrūr, 1992:598) 4) Dalam 
menganalisis ayat ta’addūd al-zawjat, 
maka akan memunculkan dua macam al-
hādd, yaitu hādd al-adna (batas rendah) 
dan hādd al-a’la (batas tertinggi) pada 
al-kāmm, dan hādd al-adna dan hādd al-
a’la pada al-kayf. 
a. مكل د و دح 
Kalimat “fankihu” batasan 
rendayakni seorang laki-laki tidak 
mungkin menikahi wanita setengah, 
maka maksud al-had al-adna adalah 
jumlah istri minimal satu. Batasan 
tertinggi yakni seorang laki-laki 
maksimal mempunyai istri  empat, tidak 
boleh lebih dari empat. 
Makna “dua, tiga, atau empat”, 
seperti yang telah di jelaskan diatas, 
batas tertinggi seorang laki-laki menikahi 
sampai empat istri, kalimat wa tersebut 
bukan di artikan dan melainkan atau 
sehingga dua-dua, tiga-tiga, atau empat-
empat bukan sembilan. Jika seseorang 
beristri satu, dua, tiga atau empat orang, 
maka dia tidak melanggar batasan-
batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, 
tapi jikalau seseorang  beristri lebih dari 
empat, maka diatelah melanggar hudŭd 
Allah. Pemahaman ini yang telah 
disepakati selama empat belas abad yang 
silam. 
b. فیكلا دودح 
Yang dimaksud di sini adalah 
apakah istri tersebut perawan(bikr)atau 
janda?, apabila janda, janda yang dicerai 
mati suaminya ataucerai hidup? Pada 
ayat ini memakai shighah syarth, jadi 
menurut Syahrūr,kalimatnya adalah : 
“Fankihǔ mâ thaba lakum min al-
nisâ‟matsnâ wa thulâtsâ wa rubâ‟…” 
dengan syarat kalau “ wa inkhiftum an lâ 
tuqsithū fi al-yatâmâ …”. (Syahrūr, 
1992:599) Sehingga untuk istripertama 
tidak disyaratkan adanya hādd fi al-kayf, 
maka diperbolehkan perawan atau janda, 
sedangkan pada istri kedua, ketiga dan 
keempat dipersyaratkan janda yang 
mempunyi anak yatim. Seorang suami 
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yang menghendaki istri lebih dari satu 
akan menanggung biaya kehidupan istri 
dan anak-anak yang yatim, firman Allah 
QS. An-Nisā’/4:6; 
 
             
           
             
          
             
   .  
Terjemahnya:  Dan ujilah anak yatim itu 
sampai mereka cukup umur untuk kawin. 
kemudian jika menurut pendapatmu 
mereka telah cerdas (pandai memelihara 
harta), maka serahkanlah kepada mereka 
harta-hartanya. dan janganlah kamu 
makan harta anak yatim lebih dari batas 
kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-
gesa (membelanjakannya) sebelum 
mereka dewasa. barang siapa (di antara 
pemelihara itu) mampu, maka hendaklah 
ia menahan diri (dari memakan harta 
anak yatim itu) dan barangsiapa yang 
miskin, maka bolehlah ia makan harta itu 
menurut yang patut, kemudian apabila 
kamu menyerahkan harta kepada mereka, 
maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi 
(tentang penyerahan itu) bagi mereka dan 
cukuplah Allah sebagai pengawas (atas 
persaksian itu). (Kementerian Agama, 
2010)  
Kata          artinya 
berlaku adil kepada anaknya (anak dari 
istri pertama dan anak-anak yatim dari 
istri janda) menurut Syahrūr, hal ini 
sesuai dengan pengertian adil yang harus 
terdiri dari dua sisi, yaitu adil kepada 
anak-anaknya dari istri pertama dengan 
anak-anak yatim dari istri-istri 
berikutnya. (Nurgoho, 2011) 
Kata              
Apabila khawatir tidak dapat berbuat 
adilterhadap anak-anak yatim maka 
menikahi satu istri saja.اُْولُْوَعت -. Ta‟ulu 
berasal dari kata aula yang ma’nanya 
banyak tanggungan atau beban. Jadi 
seorang suami yang mempunyai istri 
lebih dari satu menanggung banyak 
beban sperti dalam hal ekonomi, dan 
akan membuat dirinya zalim kepada 
anak-anak yatim jika tidak berlaku adil. 
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Menurut Syahrūr orang yang 
memelihara anak yatim akan 
masuksyurga, berdekatan dengan 
Rasulullah saw., seperti dekatnya jari 
telunjuk dengan jari tengah. 
Diriwayatkan dari dari Sahl bin Sā’d r.a. 
bahwa Nabi saw., pernah bersabda 
(Malik-1492): 
 
 َْبناَوْفَصْنَعكِلاَمَْنعِیَنثَّدَحو َّللاىَّلَصَِّیبَّنلاََّنأُھَغَلَبُھََّنأٍمَْیلُسِن
اَھَكِةَّنَجْلایِفِھِرَْیغِلَْوأُھَلِمِیتَیْلُلاِفاَكَواََنَلأَاقَمَّلَسَوِھَْیلَعُھ
 َماَھْب ِْلإایَِلتِیتَّلاَوىَطْسُوْلاِھَْیُعبِْصإِبَراََشأَوىَقَّتاَاِذِإنَْیت 
Artinya: Telah menceritakan kepadaku 
dari Malik dari Shafwan bin Sulaim 
bahwasanya telah sampai kepadanya, 
bahwa Nabi saw., bersabda: "Aku dan 
orang yang menanggung anak yatim, 
baginya atau selainnya di surga seperti 
ini, jika dia bertakwa, "lalu beliau 
mengisyaratkan jari tengah dan jari 
telunjuk". (Malik, t.t:1492) 
Menurut Syahrūr poligami 
dibolehkan, karena tidak ada ayat 
yangmelarangnya, dan harus menikahi 
janda yang memiliki anak yatim 
yangmasih muda. Jika menikah dengan 
janda yang tidak memiliki anak 
yatimmaka hal tersebut keluar dari hudūd 
Allah (diharamkan). Syahrūr 
mengingatkan bahwa pernikahan yang 
dilakukan oleh Nabi saw., merupakan 
contoh bagi umat Islam, jadi jangan 
diqiyaskan denganzaman modern ini, dah 
hal tersebut merupakan pelajaran bagi 
perempuan muslim bukan sebagai 
syariat. 
Dengan kata lain untuk istri 
pertama tidak disyaratkan adanya hūdd fi 
al-kayf, maka diperbolehkan perawan 
atau janda, sedangkan pada istri kedua, 
ketiga dan keempat dipersyaratkan janda 
yang mempunyi anak yatim. Maka 
seorang suami yang menghendaki istri 
lebih dari satu itu akan menanggung istri 
dan anak-anaknya yang yatim. Hal ini, 
menurut Syahrūr, akan sesuai dengan 
pengertian ‘adl yang harus terdiri dari 
dua sisi, yaitu adil kepada anak-anaknya 
dari istri pertama dengan anak-anak 
yatim dari istri-istri berikutnya. (Syahrūr, 
1992:598) 
Interpretasi seperti itu dikuatkan 
dengan kalimat penutup ayat “dzâlika 
adnâ an lâ ta’ūlū”. Karena ya’ūlū 
berasal dari kata aul artinya katsratu al-
iyâl (banyak anak yang ditanggung), 
maka yang menyebabkan terjadinya 
tindak kedzaliman atau ketidakadilan 
terhadap mereka. Maka ditegaskan 
kembali oleh Syahrūr, bahwa ajaran 
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Islam tentang poligami, bukan sekedar 
hak atau keleluasaan seorang suami 
untuk beristri lebih dari satu, akan tetapi 
yang lebih esensial dari itu adalah 
pemeliharaan anak-anak yatim. Maka 
dalam konteks poligami di sini tidak 
dituntut adâla (keadilan) antar istri-
istrinya. (QS. al-Nisā’/4:129) 
Persyaratan esensial dalam praktek 
poligami adalah, pertama pelibatan janda 
yang memiliki anak sebagai istri kedua, 
ketiga dan keempat. Kedua, harus ada 
keadilan diantara para anak dari istri 
pertama dan anak-anak yatim para janda 
yang dinikahi berikutnya. Jika ini yang 
dipraktekkan oleh kalangan Muslim, 
maka esensi hukum (hikmāh al-tasyri) 
adanya praktek poligami dalam 
perkawinan Islam menjadi menonjol dari 
sebagai sarana untuk memuaskan nafsu 
para laki-laki yang tidak cukup dengan 
satu orang istri. 
Metode Muhammad Syahrur 
Memahami Ayat-ayat Tentang Poligami 
Dasar-dasar metode yang 
digunakan oleh Syahrūr merupakan 
kesimpulan dari metode linguistik Abdū. 
Alī al-Farisi, yang juga merupakan 
perpaduan antara teori Ibn Jinnî dan al-
Imam al-Jurjani, yang dikenal 
denganmanhaj al-tarikh al-‘ilmi (metode 
historis ilmiah). 
Prinsip metodologi Syahrūr 
disimpulkan sebagai berikut: 1) Ada 
keterkaitan antara ucapan, pemikiran dan 
fungsi bahasa sebagai alat untuk 
menyampaikan gagasan. 2) Pemikiran 
manusia tidak tumbuh secara langsung 
dan sempurna, tetapi melalui 
perkembangan dari pengetahuan yang 
bersifat inderawi dan kemudian menjadi 
pengetahuan yang bersifat abstrak. 3) 
Mengingkari adanya taraduf (sinonim), 
sebab masing-masing kata mempunyai 
makna sesuai dengan konteks ketika kata 
tersebutdisampaikan. 4) Memahami 
dengan tartil, artinya untuk memaknai 
sebuah ayat atau teks,seseorang perlu 
melihat keterkaitan dan hubungannya 
dengan kata atauayat lain. (Nugroho, 
2011) 
Salah satu ide Syahrur yang 
gagasannnya cukup inovatif dan 
revolusioner dalah tawaran pemikirannya 
tentang ”teori batas” (Nazariyyah al-
Hudūd, Limit) yang membatasi 
keberlakukannya pada ayat-ayat 
muhkamat (ayat-ayat hukum). 
Teori batas (hudūd/limit) dalam 
penetapan hukum, Syahrūr memandang 
adanya dua sifat pokok yang terdapat 
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dalam al-Kitab yang mutlak harus 
dimengerti untuk memahami 
keistimewaan agama Islam, yakni 
Hanifiyāh dan Istiqamāh. Hanifiyah 
berarti kelengkungan, kecenderungan, 
dan pembelokan. Kata hanif juga 
digunakan al-Qur’an untuk 
menggambarkan sifat alam, langit dan 
bumi yang lengkung (fleksibel) dan terus 
berubah (QS. Al-An’am/6: 79).(Syahrūr, 
1992:449)  
Jadi, agama hanif, menurut 
Syahrūr, adalah agama yang selaras 
dengan alam ini. Kelenturan dan 
perubahan tersebut dapat disaksikan 
dalam realitas masyarakat yang 
senantiasa bergerak dalam wilayah tradisi 
sosial, seperti tuntutan perubahan dalam 
adat tertentu. 
Sementara istiqamah artinya sifat 
kelurusan atau mengikuti garis yang 
lurus, keberadaan garis lurus tak dapat 
dipisahkan dari hanifiyah. Istiqamah 
berposisi sebagai pengontrol dan 
mengendalikan perubahan dalam 
hanifiyah.(Syahrūr, 1992: 449-450) Islam 
cenderung selalu mengikuti kebutuhan 
masyarakat dengan menyesuiakan tradisi 
masyarakat. Untuk  mengontrol 
perubahan itu butuh istiqamah untuk 
mempertahankan aturan-aturan hukum. 
Dengan dua sifat ini, hukum Islam akan 
selalu menemukan relevansinya di setiap 
ruang dan waktu, yang memberikan 
ruang yang luas bagi ijtihad hukum 
selama tetap berada di antara batas-batas 
yang telah ditetapkan. Setelah mengkaji 
ayat-ayat hukum dalam al-Qur’an, ia 
menampilkanenam batas-batas hukum 
(hudūd) yang berbeda satu sama lain.  
Ketentuan hukum yang memiliki 
batas bawah. Dalam kondisi apapun, 
tidak seorangpun diperbolehkan 
melanggar batasan ini meski didasarkan 
pada ijtihad. ( Syahrūr, 1992:454) Batas 
ini terdapat dalam QS.Al-Nisā’/4:23 
tentang perempuan yang haram dinikahi. 
1) Ketentuan hukum  yang memiliki 
batas atas. Batasan ini terdapat pada ayat 
yang menjelaskan tentang hukum potong 
tangan bagi pencuri (al-Ma’idāh/2:38) 
dan hukuman mati bagi pembunuh 
(QS.Al-Isrā/17:33). 2) Ketentuan hukum 
yang memiliki batas atas dan bawah 
ketika keduanya terjadi hubungan. Dua 
batas yang berbeda di atas dan di bawah 
yang berarti tidak boleh menambah batas 
tertinggi dan tidak boleh mengurangi dari 
batas rendah. Batasan-batasan hukum ini 
mencakup masalah pembagian waris 
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dalam QS.An-Nisā’/4:11 dan Poligami 
QS. An-Nisā’/4:3. 3) Batas bawah dan 
atas bersamaan dalam satu titik atau 
posisi lurus (mustaqim). Posisi batas ini 
hanya berlaku pada kasus zina, yaitu 
batas hukum maksimal yang sekaligus 
berposisi sebagai batas minimal berupa 
seratus kali cambukan sebagaimana 
dalam firman Allah QS.al-Nuūr/24:2. 
Menurut Syahrūr, Allah menerapkan 
batasan maksimal dan minimal sekaligus, 
yaitu melakukan tindakan yang menjurus 
kepada hubungan kelamin, tetapi belum 
melakukannya, maka ia belum 
terjerumus pada zina. (Syahrūr, 
1992:618) 4) Ketentuan yang memiliki 
batas bawah dan atas tetapi kedua batas 
tersebut tidak boleh disentuh, dengan 
menyentuhnya berarti telah terjatuh pada 
larangan Tuhan. Seorang laki-laki dan 
perempuan tidak boleh saling menyentuh 
(batas bawah) hingga hubungan yang 
hampir zina, jadi jika antara laki-laki dan 
perempuan melakuan perbuatan yang 
mendekati zina tetapi belum berzina 
maka keduanya belum terjatuh pada 
batas hudud Allah (Al-Isrā/17:32). 5) 
Posisi batas maksimal “positif” tidak 
boleh dilewati dan batas minimal 
“negatif” yang boleh dilewati. Batas ini 
berlaku pada hubungan peralihan 
kekayaan antar manusia. Dua batas ini 
terdiri dari batas maksimal yang tidak 
boleh dilanggar, yaitu riba‟, dan batas 
minimal yang terwujud dalam berbagai 
bentuk sedekah. Pada tataran aplikasi, 
batas maksimal positif berupa riba, batas 
netral berupa pinjaman tanpa bunga dan 
batas minimal negatif berupa zakat dan 
sedekah. (Syahrūr, 1992:618) 
Melalui Teori al-Hudūd, Syahrūr 
mengelompokkan bahwa masalah 
poligami masuk pada teori hudud tahap 
ketiga, yaitu adanya batas bawah (al- 
hadd al-adna) dan batas atas (al-hadd al-
a’la). Batas minimal dari sebuah 
pernikahan adalah seorang istri, dan batas 
maksimal empat orang istri. Dengan 
syarat istri kedua dan seterusnya harus 
janda yang memiliki anakyatim yang 
belum dewasa. 
Relevansi Konsep Muhammad Syahrur 
dengan Hukum Perkawinan Nasional 
Syahrūr memahami bahwa ayat 3 
dari QS. An-Nisā’ membahas tentang 
berbilangnya istri. Disana disyaratkan 
istri kedua harus janda yang memiliki 
anak yatim. Sedang pendapat sebagian 
ulama, bahwa “yatamā an-Nisā” berarti 
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yatim perempuan atau perempuan-
perempuan yatim. ( Syahrūr, 2002:88) 
Poligami adalah salah satu 
masalah besar yang dihadapi oleh 
perempuan Arab Islam secara khusus, 
dan yang dihadapi oleh Islam pada 
umumnya. Jika memahami ayat-ayat 
poligami dalam Umm al-Kitāb dari 
perspektif ayat-ayat hududiyah, kita akan 
mendapatkan pemahaman yang jauh 
lebih baik. Kita akan memahami bahwa 
ayat-ayat tersebut mencakup setiap 
periode sejarah perkembangan manusia 
dan meliputi seluruh sisi kemuliaan 
manusia, baik pada masa lampau maupun 
masa kontemporer. (Syahrūr, 2012:236)  
Ayat-ayat hudūd dalam masalah 
poligami adalah sebagai berikut: “Dan 
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 
adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim 
(bilamana kamu mengawininya), maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang 
kamu senangi: dua, tiga atau empat. 
Kemudian jika kamu takut tidak akan 
dapat berlaku adil, maka (kawinilah) 
seorang saja, atau budak-budak yang 
kamu miliki. Yang demikian itu adalah 
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” 
Al-Nisā’/4:3. Pertama, kita akan 
membahas dua term dasar, yaitu qasata 
dan ‘adala. Dalam bahasa Arab qasata 
adalah sebuah terma dasar yang memiliki 
satu bentuk tetapi memiliki dua 
pengertian yang saling bertolak belakang. 
Arti pertamanya adalah “keadilan dan 
pertolongan,” seperti dalam firman-Nya 
“Sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang berbuat adil (al-muqsitin)” 
Al-Ma’idāh/3:42; Al-Hujurat/9 Al-
Mumtahanah: 8. Arti keduanya adalah 
kezaliman dan penindasan, seperti dalam 
firman-Nya “Adapun orang-orang yang 
menyimpang dari kebenaran 
(alqudsituna), maka mereka menjadi 
kayu api neraka Jahannam”. al-Jīnn: 14. 
Term a1 adalah juga memiliki dua arti 
yang saling berlawanan. Arti pertama 
adalah kelurusan/kesejajaran 
(straightness’/ istiwa) sedangkan arti 
keduanya adalah kebengkokan 
(curvature’/i'wijaj). Ibnu Parīs 
menyebutkan bahwa  sesuatu yang 
disebut sama dengan suatu yang lain 
adalah ‘adluhū, atau yang sepadan 
dengannya. Meski demikian terdapat 
perbedaan nuansa makna antara qist dan 
‘adi. Terma qist menyiratkan hubungan 
dari satu pihak saja, sedangkan ‘adi 
menyiratkan hubungan timbal balik 
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antara dua pihak. Dari pengertian ini 
muncullah termmu adalah kesejajaran 
antara dua pihak yang berbeda, seperti 
dalam matematika merumuskan A=B. 
(Syahrūr, 2012:236) 
Ayat tentang poligami memiliki 
hubungan erat dengan ayat sebelumnya 
karena ada redaksi wa-in yang 
menghubungkan keduanya, sementara 
ayat sebelumnya membicarakan hak-hak 
anak yatim. Allah berfirman “Dan 
berikanlah kepada anak-anak yatim (yang 
sudah balig) harta mereka, jangan kamu 
menukar yang baik dengan yang buruk 
dan jangan kamu makan harta mereka 
bersama hartamu. Sesungguhnya 
tindakan-tindakan (menukar dan 
memakan) itu, adalah dosa yang besar” 
(Al-Nisā’/4:2). Dalam pembahasan kami 
tentang wasiat, kami telah 
mendefinisikan bahwa yang dimaksud 
dengan anak yatim adalah anak yang 
tidak memiliki bapak dan masih di bawah 
umur atau belum dewasa. Sedangkan 
ibunya masih hidup dan masih berada 
pada usia produktif. Ayat-ayat poligami 
yang termasuk ayat-ayat hududiyah ini 
memberikan batasan maksimal dan 
minimal, baik dari sisi jumlah/kuantitas 
maupun kualitas. (Syahrūr, 2012:237) 
1. Batas-batas dalam sisi kuantitas.  
Perlu dicatat bahwa ayat ini 
membicarakan pernikahan dengan 
redaksi “fankihu” yang kemudian 
mengawali jumlah istri dengan angka 
‘dua’ (masna). Pada dataran realitas, 
seorang laki-laki tidak dapat dikatakan 
‘menikahi dirinya sendiri’ atau menikahi 
‘setengah orang perempuan’, maka batas 
minimal istri adalah satu orang 
perempuan, dan batas maksimalnya 
adalah empat orang perempuan. Proses 
peningkatan jumlah ini diawali dari dua, 
tiga dan terakhir empat dalam hitungan 
bilangan bulat karena manusia tidak 
dapat dihitung dengan angka pecahan. 
Kesimpulannya, batas minimal jumlah 
perempuan yang dinikahi adalah satu dan 
batas maksimalnya adalah empat. 
Penyebutan satu-persatu jumlah 
perempuan dalam redaksi masnā wa 
sulatsa wa rubā harus dipahami sebagai 
penyebutan bilangan bulat secara 
berurutan, sehingga tidak dapat dipahami 
sebagai ‘dua + tiga + empat’ yang 
berjumlah sembilan. Seandainya ada 
larangan poligami, kita tetap dapat 
mengamalkan ayat ini dengan hanya 
menikahi satu orang perempuan sebagai 
batas minimal. Dari sisi normatif, tidak 
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ada sesuatu yang tabu dalam hal ini. 
Sebaliknya, seandainya poligami 
dibolehkan, dan seseorang menikahi 
sampai empat perempuan, maka ia tetap 
berada dalam batas-batas hukum Tuhan, 
yaitu tepat pada batas maksimal empat. 
Dalam dua kasus ini kita masih bergerak 
dalam lingkup batas-batas hukum Tuhan 
dari sisi kuantitas. Dalam sebagian kasus 
kita menerapkan batas maksimal dengan 
menikahi empat perempuan, dan inilah 
yang terjadi selama empat belas abad, 
yaitu memahami ayat poligami sebagai 
ayat yang membatasi jumlah istri dari 
satu hingga empat, tanpa 
mempertimbangkan kualitas perempuan 
yang dinikahi. Para pelaku poligami 
memahami ayat “Kemudian jika kamu 
takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 
(kawinilah) seorang saja” sebagai 
perintah menerapkan ‘keadilan’ di antara 
para istri. Oleh karena, mereka 
membenarkan pemahaman yang 
menyatakan bahwa jumlah minimal 
dalam pernikahan adalah satu istri dan 
poligami adalah bentuk jalan keluar dari 
keadaan yang memaksa. (Syahrūr, 
2012:237-238) 
2. Batas-batas dari sisi kualitas.  
Yang dimaksud dengan kualitas 
adalah apakah istri kedua dan seterusnya 
adalah perempuan yang janda atau 
perawan? Dan jika janda, apakah janda 
yang punya anak atau tanpa anak? Jika 
kita hanya memahami dari sisi kuantitas 
dan mengabaikan sisi kualitas, 
bagaimana kita bisa menjelaskan 
hubungan redaksi ayat yang berbentuk 
‘jawaban atas persyaratan’ yang disebut 
sebelumnya? Bagaimana memahami pola 
kalimat jawab al-syarti antara ayat 
fankihū ma taba lakum min al-Nisā. 
dengan ayat ‘wain khiftum alla tuaqsitu fi 
al-yatama ? Dalam konteks ini, kita 
harus menghubungkan antara redaksi 
syarat dan redaksi jawaban syarat 
tersebut, sehingga kita dapat memperoleh 
pemahaman sebagai berikut: ayat ini 
tidak menyebutkan syarat kualitas bagi 
istri pertama, sehingga terbuka 
kemungkinan apakah ia seorang 
perawan, janda dengan anak atau janda 
tanpa anak. Agar terjadi keserasian antara 
redaksi jawab syarat “fankihū....” dan 
redaksi syaratnya, yaitu keadilan kepada 
para anak yatim, ayat ini harus dipahami 
sebagai ayat yang sedang membicarakan 
‘para ibu janda dari anak-anak yatim’ (a-
aramil), sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa ayat memberikan kelonggaran 
dari segi jumlah hingga empat istri, tetapi 
menetapkan persyaratan bagi istri kedua, 
ketiga dan keempat harus seorang 
perempuan yang berstatus janda yang 
memiliki anak. Konsekuensinya, seorang 
laki-laki yang menikahi janda ini harus 
memelihara anak-anak yatim yang ikut 
bersamanya sebagaimana ia memelihara 
dan mendidik anak-anaknya sendiri. 
(Syahrūr, 2012:238) 
Untuk memperjelas pemikiran 
Syahrūr tentang poligami ini, perlu 
ditampilkan teori limit poligami dengan 
menggunakan standar kuantitas dan 
kualitas sebagai berikut: (Sarjan, 
2015:10-11) 
 
 
 
 
Gambar 1 
 Pada gambar 1 tersebut merupakan 
realitas yang terjadi dalam pengamalan 
fiqih Islam, dan telah diberlakukan sejak 
masa Nabi saw sampai sekarang. Dalam  
gambar tersebut, pembatasan secara 
kuantitas tidak disertai dengan ketentuan 
akan kualitas, Secara kuantitas, seorang 
laki-laki dapat beristeri 1 sampai 4 orang. 
Adapun secara kualitas, status 
perempuan yang dinikahi untuk pertama 
sampai keempat tidak dibedakan, 
berstatus perawan atau janda. Ini 
menunjukkan bahwa seseorang dapat 
berpoligami dengan perempuan yang 
semuanya perawan atau semuanya janda 
atau sebagian perawan dan sebagiannya 
lagi janda. Tidak ada yang membedakan 
status isterinya. Hal inilah yang terjadi 
dalam pemahaman masyarakat Islam 
sepanjang sejarah. 
Menurut Muhammad Syahrūr, 
pemikiran seperti itu kurang sesuai apa 
yang diinginkan sebenarnya oleh Allah 
swt., Karena itu poligami yang benar 
adalah seperti pada gambar di bawah ini: 
 
 
 
 
Gambar 2 
Pada gambar 2, Muhammad 
Syahrūr merekonstruksi pemahaman 
tentang poligami dengan menggunakan 
standar kuanitas dan kualitas secara 
bersama-sama.Secara kuantitas, memang 
Batas Maksimal Secara Kuantitas dengan tidak 
mempertimbangkan kualitas (perawan/janda) 
Batas Minimal Secara Kuantitas dengan 
tidak mempertimbangkan kualitas 
(perawan/janda) 
4 
1 
2 
3 
Batas Maksimal Secara Kuantitas dengan 
mempertimbangkan kualitas (perawan/janda) 
Batas Minimal Secara Kuantitas dengan  
mempertimbangkan kualitas (perawan/janda) 
4 
1 
2 
3 
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Islam hanya membolehkan poligami 
untuk 4 orang istri saja. Tetapi secara 
kualitas perlu dibedakan antara status 
istri pertama dengan istri kedua, ketiga 
dan keempat.Isteri pertama dapat 
berstatus janda atau perawan, namun istri 
kedua, ketiga dan keempat, status isteri 
harus janda yang mempunyai anak. Jadi 
tidak bisa seseorang mengawini semua 
istrrinya dalam kondisi perawan. Tetapi 
sebaliknya harus mengawini istri-istrinya 
yang semuanya janda beranak. 
Tidak hanya Islam yang mengatur 
tentang masalah ini, Pemerintahpun 
mengatur ketat tentang syarat poligami. 
Hal ini tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dan di dalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), yaitu terdapat di 
dalam Pasal tiga sampai dengan lima di 
dalam Undang-Undang Perkawinan, bab 
VIII (Beristri Lebih dari Seorang) Pasal 
40 sampai dengan 44 di dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No. 9 
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan, dan bab IX Pasal 
55 sampai dengan Pasal 59 di dalam 
Kompilasi Hukum Islam. 
 
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan 
Pasal 3  
(1) Pada asasnya seorang pria hanya 
boleh memiliki seorang isteri.  
Seorang wanita hanya boleh memiliki 
seorang suami.  
(2) Pengadilan, dapat memberi izin 
kepada seorang suami untuk beristeri 
lebih dari seorang apabila dikendaki oleh 
pihak-pihak yang bersangkutan.  
Pasal 4  
(1) Dalam hal seorang suami akan 
beristri lebih dari seorang, sebagaimana 
tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-
undang ini, maka ia wajib mengajukan 
permohonan ke Pengadilan di daerah 
tempat tinggalnya.  
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini hanya memberi izin kepada 
suami yang akan beristri lebih dari 
seorang apabila:  
a. istri tidak dapat memnjalankan 
kewajibannya sebagai isteri;  
b. istri mendapat cacat badan atau 
penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan;  
c.  istri tidak dapat melahirkan keturunan.  
Pasal 5  
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan 
ke Pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang 
ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:  
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-
isteri;  
b.  adanya kepastian bahwa suami 
mampu menjamin keperluan-
HAKIKAT INTERPRETASI MUHAMMAD SYAHRUR TENTANGPOLIGAMI DAN RELEVASINYA ... | 213 
 
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II | No.2 
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-
anak mereka.  
c. adanya jaminan bahwa suami akan 
berlaku adil terhadap isteri-isteri dan 
anak-anak mereka.  
(2) Persetujuan yang dimaksud dalam 
ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan 
bagi seorang suami apabila isteri/isteri-
isterinya tidak mungkin dimintai 
persetujuannya dan tidak dapat menjadi 
pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak 
ada kaber dari istrinya selama sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun atau karena 
sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat 
penilaian dari Hakim Pengadilan.  
(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan ) 
PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 
Pasal 40 
Apabila seorang suami bermaksud untuk 
beristri lebih dari seorang, maka ia wajib 
menhajukan permohonan secara tertulis 
ke Pengadilan. 
Pasal 41 
Pengadilan kemudian memeriksa 
mengenai: 
a. Ada atau tidaknya alasan yang 
memungkinkan seorang suami kawin 
lagi; ialah: 
- Bahwa istri tidak mampu 
menjalangkan kewajibannya sebagai 
istri 
- Bahwa istri mendapat cacat badan 
atau cacat penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; 
- Bahwa istri tidak dapat melahirkan 
keturunan; 
b. Ada atau tidaknya persetujuan istri, 
baik persetujuan lisan maupun tertulis, 
apabila ini merupakan persetujuan 
lisan, persetujuan ini harus diucapkan 
di depan sidang pengadilan; 
c. Ada atau tidaknya kemampuan suami 
untuk menjamin keperluan hidup istri-
istri dan anak-anaknya dengan 
memperlihatkan: 
i.  Surat keterangan mengenai 
penghasilan suami yang ditanda 
tangani oleh bendahara tempat 
bekerja atau 
ii. Surat keterangan pajak penghasilan 
atau; 
iii. Surat keterangan lain yang dapat 
diterimah oleh pengadilan. 
d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa 
suami akan berlaku adil terhadap istri-
istri dan anak-anak mereka dengan 
pernyataan atau janji dari suami yang 
dibaut dalam bentuk yang ditetapkan 
untuk itu. 
Pasal 42 
1. Dalam melakukan pemeriksaan 
mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 
41, pengadilan harus memanggil dan 
mendengar istri bersangkutan. 
2. Pemeriksaan pengadilan untuk 
dilakukan oleh hakim selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 
diterimanya surat permohonan beserta 
lampiran-lampirannya. 
Pasal 43 
Apabila pengadilan berpendapat bahwa 
cukup alasan bagi pemohon untuk 
beristri lebih dari seorang, maka 
pengadilan memberikan putusannya yang 
berupa izin untuk beristri lebih dari 
seorang. 
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Pasal 44 
Pegawai pencatat dilarang melakukan 
pencatatan perkawinan seorang suami 
yang akan beristri lebih dari seorang 
sebelum adanya izin pengadilan seperti 
yang dimaksud Pasal 43. (Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 ) 
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 
1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Pasal 55 
1) Beristri lebih dari satu orang pada 
waktu bersamaan terbatas hanya 
sampai empat orang istri. 
2) Syarat utama beristri lebih dari satu 
seorang, suami harus mampu berlaku 
adil terhadap istri-istridan anak-
anaknya. 
Pasal 56 
1) Suami yang hendak beristri lebih dari 
satu orang harus mendapat izin dari 
Pengadilan Agama. 
2) Pengajuan permohonan izin dimaskud 
pada ayat (1) dilakukan menurut tata 
cara sebagaimana diatur dalam Bab 
VIII Peraturan Pemerintah No 9 tahun 
1975. 
3) Perkawinan yang dilakukan dengan 
istri kedua, ketiga atau keempat tanpa 
izin dari PengadilanAgama, tidak 
mempunyai kekuatan hukum. 
Pasal 57 
Pengadilan Agama hanya memberi izin 
kepada seorang suami yang akan beristri 
lebih dari seorangapabila : 
a. istri tidak dapat menjalankan 
kewajiban sebagai istri 
b. istri mendapat cacat badan atau 
penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan 
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan 
Pasal 58 
1) Selain syarat utama yang disebut pada 
pasal 55 ayat (2) maka untuk 
memperoleh izin Pengadilan Agama 
harus pula dipenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan pada pasal 5 Undang-
Undang No.1 Tahun1974 yaitu : 
a. adanya persetujuan istri 
b. adanya kepastian bahwa suami 
mampu menjamin keperluan hidup 
istri-istri dan anak-anakmereka 
2) Dengan tidak mengurangi ketentuan 
pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah 
no. 9 tahun 1975, persetujuan istri 
atau istri-istri dapat diberikan secara 
tertulis atau dengan lisan, tetapi 
sekalipun telah ada persetujuan 
tertulis, persetujuan ini dipertegas 
dengan persetujuan lisan istri pada 
sidang Pengadilan Agama. 
3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) 
huruf a tidak diperlukan bagi seorang 
suami apabila istri atau istri-istrinya 
tidak mungkin dimintai 
persetujuannya dan tidak dapat 
menjadi pihak dalam perjanjian atau 
apabila tidak ada kabar dari istri atau 
istri-istrinya sekurang kurangnya 2 
tahun ataukarena sebab lain yang 
perlu mendapat penilaian hakim. 
Pasal 59 
Dalam hal istri tidak mau memberikan 
persetujuan, dan permohonan izin untuk 
beristri lebih dari satuorang berdasarkan 
atas salah satu alasan yang diatur dalam 
pasal 55 ayat (2) dan 57, 
PengadilanAgama dapat menetapkan 
tentang pemberian izin setelah 
memeriksa dan mendengar istri 
yangbersangkutan di persidangan 
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Pengadilan Agama, dan terhadap 
penetapan ini istri atau suami 
dapatmengajukan banding atau kasasi.  
(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 
1991) 
Ketiga peraturan di atas mengatur 
ketat tentang syarat-syarat yang harus 
dipenuhi jika ingin melakukan poligami. 
Di antaranya adalah mampu berlaku adil 
terhadap istri-istri dan anak-anaknya, hal 
ini menjadi syarat utama jika ingin 
melakukan poligami.  (Pasal 55 ayat (2) 
Kompilasi Hukum Islam)  
Selain syarat utama tersebut, ada 
lagi syarat yang harus dipenuhi yakni 
harus ada izin atau persetujuan istri untuk 
dipoligami, hal ini dijelaskan di dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan, dan syarat 
berikutnya adalah terdapat kekurangan 
atau cacat pada diri sang istri. (Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan )  Namun apabila istri atau 
istri-istri tidak menberikan izin kepada 
suaminya untuk berpoligami, maka 
Pengadilan Agama dapat menetapkan 
tentang pemberian izin setelah 
memeriksa dan mendengar keterangan 
istri yang bersangkutan. (Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan) Apabila kedua belah pihak 
tidak menyetujui penetapan ini pihak 
suami maupun istri dapat mengajukan 
banding atau kasasi. Peraturan di atas 
bertujuan untuk mengatur dan 
melindungi hak-hak istri-istri dan anak-
anak dari pernikahan poligami. (Instruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Berbicara tentang syarat poligami 
banyak terjadi perdebatan mengenai 
masalah ini, mulai dari masyarakat, 
cendikiawan, para akademisi, termasuk 
para ulama, ada yang pro dan ada kontra. 
Salah satu yang kontra terhadap syarat 
poligami adalah Musdah Mulia yang 
menyatakan bahwa “terjadi 
ketidakseimbangan syarat yang ada di 
dalam KHI terutama pada pihak 
perempuan/istri yang mana sangat 
melemahkan posisi sang istri”. Hal ini 
dikarenakan apabila istri tidak mau 
memberikan izin poligami pengadilan 
dapat menetapkan pemberian izin. Hal ini 
tertera dalam Pasal 59 dalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI). (Mulia, 2007:60) 
Pada umumnya yang menjadi dasar 
hukum poligami dalam Islam adalah al-
Qur’an surat An-Nisā’/3:4, karena ayat 
tersebut adalah satu-satunya ayat yang 
menjelaskan tentang poligami, sehingga 
apabila syarat yang ditentukan dalam 
ayat tersebut terpenuhi maka seorang 
lelaki dapat melakukan poligami. 
Pernikahan poligami tersebut sah secara 
agama, namun secara negara pernikahan 
tersebut tidak sah karena tidak adanya 
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kekuatan hukum.Hal ini dikarenakan 
tidak ada izin dari Pengadilan sehingga 
tidak dicatatkan, selain itu pernikahan 
poligami yang dilakukan belum tentu 
memenuhi sebab dan syarat yang telah 
diatur dalam Undang-Undang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 
(KHI). 
Poligami dapat dikatakan sah dan 
memiliki kekuatan hukum khususnya di 
Indonesia dengan mengikuti kedua 
peraturan tersebut, yaitu peraturan agama 
dan undang-undang. Dari kedua 
peraturan tersebut terdapat persamaan 
dan perbedaaan, yaitu dalam hal sebab 
dan syarat yang mengatur masalah 
poligami. Pada peraturan agama tidak 
dijelaskan secara pasti dan jelas 
mengenai sebab dan syarat untuk 
berpoligami. 
Berbeda dengan Undang-Undang 
atau pereraturan negara, peraturan negara 
mengatur masalah ini dengan pasti dan 
jelas. Dikarenakan perbedaan dari kedua 
peraturan tersebut timbul masalah yaitu 
terjadi dualiesme pemahaman hukum 
yang menyebabkan salah satu dari dua 
peraturan tersebut ada yang tidak diikuti, 
terutama Undang-Undang yang dibuat 
oleh pemerintah, yang mana semestinya 
Undang-Undang harus diikuti, mengingat 
Indonesia adalah negara hukum. Hal 
tersebut dibuktikan dengan banyak 
penelitian yang telah dilakukan oleh para 
akademisi atau para peneliti yang 
menyebutkan bahwa pernikahan 
poligami banyak dilakukan dengan cara 
nikah siri, sehingga dapat dikatakan 
bahwasanya para ulama banyak 
mengabaikan Undang-Undang atau 
peraturan yang dibuat oleh pemerintah. 
Jika diamati lebih jauh hal ini dapat 
terjadi dikarenakan oleh dua sebab. 
Pertama mereka tau dan tidak mau 
disulitkan dengan prosedur yang 
ada.Kedua adalah mereka tidak tahu 
sama sekali tentang peraturan perundang-
undangan tersebut. 
Dengan adanya Pasal-Pasal yang 
membolehkan poligami, walaupun 
dengan alasan dan syarat-syarat tertentu, 
dapat dikatakan bahwa negara Indonesia 
bukan Negara yang menganut asas 
perkawinan monagami mutlak melainkan 
perkawinan monogami terbuka. Ini 
dikatakan demikian karena apabila terjadi 
suatu hal yang mendesak atau darurat 
seorang suami dapat beristri lebih dari 
satu orang. Melihat ini status hukum 
poligami dapat ditempatkan pada status 
hukum darurat (emergency law). 
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Disamping itu poligami juga tidak dapat 
dilakukan semena-mena oleh seorang 
suami, melainkan harus ada izin dari 
peradilan (hakim), sebagimana 
disebutkan dalam undang-undang Nomor 
1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 2 tentang 
Perkawinan bahwa “Pengadilan, dapat 
memberi izin kepada seorang suami 
untuk beristeri lebih dari seorang apabila 
dikendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan”. 
Olehnya itu, asas monogami 
terbuka tersebut dan atau kebolehan 
untuk berpoligami dalam hukum nasional 
sejalan dengan pemikiran Syahrur yang 
membolehkan poligami. Di samping itu, 
syarat dan ketentuan untuk berpoligami 
dalam kaitannya dengan hukum nasional 
Indonesia dengan pendapat Muhammad 
Syahrur berbeda. Hukum nasional 
mengedepannka izin istri dan keadilan 
dalam materi dan batin, namun Syahrūr 
mengharuskan bahwa istri selanjutnya 
(istri ke-2, 3 dan 4) adalah janda dan 
memiliki anak, sehingga tingkap 
relevansinya hanya sebatas keboleha dan 
dari aspek kesulitan dalam berpoligami. 
Artinya asas dalam hukum Nasional dan 
pendapat Syahrūr sama-sama asas 
monogami terbuka karena kebolehannya 
dilandasi dengan syarat dan ketentuan 
yang ketat. 
Kesimpulan 
Secara normatif konsep poligami 
menurut Muhammad Syahrūr adalah 
boleh. Kebolehan poligami bersifat sosial 
yaitu memberikan perlindungan kepada 
perempuan dan anak-anak yatim. Metode 
Muhammad Syahrūr dalam memahami 
ayat-ayat tentang poligami merupakan 
metode linguistik dengan teori batas 
(hudūd/limit) dalam penetapan hukum. 
Relevansi konsep poligami Muhammad 
Syahrūr dengan hukum perkawinan 
Nasional Hukum terletak pada tingkat 
kebolehan dan asasnya. Hukum nasional 
mengedepankan izin istri dan keadilan 
dalam materi dan batin, namun Syahrūr 
mengharuskan bahwa istri selanjutnya 
(istri ke-2, 3 dan 4) adalah janda dan 
memiliki anak yatim serta dapat berlaku 
adil atas keduanya (anak dan ibunya). 
Aspek kebolehan dan kesulitan dalam 
berpoligami antara hukum Nasional dan 
Syahrūr, sama-sama menganut asas 
monogami terbuka, karena dilandasi 
dengan syarat dan ketentuan yang ketat.
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